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ABSTRAK

(A) Nama : Hafidz Indra Pratama (207231026)
(B) Judul Tesis: Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah di Atas Tanah

Eigendom Verponding Kaitannya dengan Lembaga Kadaluwarsa (Studi Kasus:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022)

(C) Halaman : xi + 152 + 2024.
(D) Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Sertipikat Hak Atas Tanah, Eigendom

Verponding, Lembaga Kadaluarsa.
(E) Isi Abstrak

Kedudukan hukum sertipikat hak atas tanah merupakan salah satu isu penting
dalam sistem agraria Indonesia, terutama ketika dihadapkan pada status tanah
yang berasal dari eigendom verponding, peninggalan rezim hukum kolonial.
Permasalahan ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan lembaga
kadaluwarsa, yang dapat memengaruhi hak kepemilikan atau penguasaan tanah.
Permasalahan yang dihadapi adalah bgaimana kedudukan hukum sertipikat hak
atas tanah di atas tanah eigendom verponding terkait kasus dalam Putusan MA
No. 109 PK/Pdt/2022 dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang
Sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan MA No.
109 PK/Pdt/2022. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum
sertipikat hak atas tanah memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena
merupakan hak yang diakui dan dilindungi berdasarkan asas tangible proof
(bukti nyata) dalam hukum pertanahan maupun juga dengan pemegang haknya.
Jika hak atas tanah eigendom verponding tidak dikonversi sesuai mekanisme
hukum yang berlaku, hak tersebut dianggap gugur. Namun, pemohon yang
merasa berhak memiliki tanah eigendom verpondin yang belum dikonversi, tetap
dapat mengajukan klaim melalui jalur hukum, tetapi harus membuktikan
hubungan hukum yang sah atas tanah tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang
dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah baru yang berasal dari hak atas
tanah eigendom adalah secara yuridis bahwa semua hal yang tercantum dalam
sertipikat hak atas tanah baru tersebut dianggap benar adanya. Sertipikat sebagai
akta otentik hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap jika pihak yang menggugat berhasil
membuktikan yang sebaliknya atas kebenaran yang tercantum dalam sertipikat
tetapi dengan memperhatikan juga ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata jo. Pasal
32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sedangkan terkait kekuatan hukum dari
sertipikat hak atas tanah baru yang berasal dari hak atas tanah eigendom adalah
sama seperti sertipikat-sertipikat hak atas tanah lainnya yaitu sebagai alat
pembuktian yang kuat akan hak atas tanah tersebut, sepanjang penerbitan
sertipikat tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan serta pihak
penerima hak baru sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(F)  Acuan : 77 (1961-2024)
(G)  Pembimbing  : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
(H) Penulis : Hafidz Indra Pratama
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ABSTRACT

(A)  Name: Hafidz Indra Pratama (207231026)
(B)  Thesis Title: Legal Position of Land Title Certificates on Eigendom

Verponding Land in Relation to the Expiration Institution (Case Study:
Supreme Court Decision Number 109 PK/Pdt/2022)

(C)  Pages: xi + 152 + 2024.
(D)  Keywords: Legal Status, Land Title Certificate, Eigendom Verponding,

Expired Institution
(E)  Contents of the Abstract

The legal status of land title certificates is one of the important issues in the
Indonesian agrarian system, especially when faced with land status
originating from eigendom verponding, a legacy of the colonial legal regime.
This problem becomes complex when associated with the institution of
expiration, which can affect land ownership or control rights. The problem
faced is how is the legal status of land title certificates on eigendom
verponding land related to the case in Supreme Court Decision No. 109
PK/Pdt/2022 and how is the legal protection for holders of land title
certificates declared invalid based on Supreme Court Decision No. 109
PK/Pdt/2022. The research method is normative juridical legal research. The
results of the study indicate that basically the legal position of land title
certificates has a strong legal standing, because it is a right that is recognized
and protected based on the principle of tangible evidence in land law as well
as with its rights holders. If the right to eigendom verponding land is not
converted according to the applicable legal mechanism, the right is
considered to have lapsed. However, applicants who feel they have the right
to own eigendom verpondin land that has not been converted can still file a
claim through legal channels, but must prove a valid legal relationship to the
land. The form of legal protection that can be given to the holder of new land
rights originating from the right to eigendom land is legally that all matters
stated in the new land rights certificate are considered true. The certificate
as an authentic deed can only be canceled by a court decision that has
permanent legal force if the party suing succeeds in proving the opposite of
the truth stated in the certificate but by also paying attention to the provisions
of Article 1963 of the Civil Code in conjunction with Article 32 paragraph (2)
of PP No. 24 of 1997, while regarding the legal force of the new land rights
certificate originating from the right to eigendom land is the same as other
land rights certificates, namely as a strong means of proof of the right to the
land, as long as the issuance of the certificate is in accordance with the
specified requirements and the party receiving the new rights is in
accordance with the provisions of laws and regulations.

 (F)  References : 77 (1961-2024)
(G)  Supervisor: Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
(H)  Author: Hafidz Indra Pratama
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